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Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 N
Lembaran Negara Nomor 4846);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 _Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemxlx}'lan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Komisi

Pemilihan Umum, Sekrefcariat
Provinsi, dan Sekretariat
Kabupaten/ Kota;

Komisi

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019
Pemilihan Umum,
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Tentang Tata Kerja Komisi

Kabupaten/Kota sebagaimana diub

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 .Tghun.2_023
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi _Pemxhhz.an.
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja ‘Kom151
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

omor 61, Tambahan

Pemilihan Umum
Pemilihan Umum

Komisi

ah terakhir dengan

. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota




4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 /Kpts/KPU/
Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
156 /Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format
Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
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SOP PPID

SOP Permohonan Informasi

SOP Penyusunan DIP

SOP Akurasi Penyampaian Informasi Publik
SOP Penanganan Keberatan Informasi

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Meja helpdesk pelayanan;
Formulir pelayanan;

Petugas helpdesk pelayanan;
Daftar informasi publik;
Mekanisme pelayanan;
Jadwal pelayanan;

Struktur PPID;

Alat tulis;

Komputer.
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PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan komisioner, sekretaris,setiap bagian / sub bagian sebagaimana

struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan :

a.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2023;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Pemilihan Umum dan Pemilihan;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 /Kpts/KPU/ TAHUN2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Di Lingkungan KPU,;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Perubahan / revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.



2. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dalam rangka penyusunan dan pengisian Daftar Informasi Publik KPU Provinsi Jawa

Tengah serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah.
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan ; Ket
Helillz’(lire)Sk Peng’f::ﬁ)ung s Kelengkapan Waktu Output
1 | Menerima permohonan Minimal 5 menit
informasi  dari  pemohon aledmal @ Tar bagi
informasi. Desk pelaygnan informesl pemila dsm
glapat la.n.g.sun.g memb.erlkan pemilihan serta 10 hari
1qfomas1 Jen 1_nformasn' yang Formulir bagi informasi lainnya, | Formulir
d1rn1nt_a adala}h IGITGEN Yang permohonan dapat diperpanjang 2 | permohonan
tersedia ReuAp sgat, tidak informasi hari bagi informasi | informasi
termasuk dikecualikan atau u d i1ih
- . pemilu dan pemilihan
berpotensi dikecualikan. Degk weits 7 o ‘hag
menghubung) S ‘ informasi lainnya
penghubung berdasarkan ‘ dengan alasan
Daftar Informasi Publik. |
2 | Menghimpun dan menyiapkan | Minimal 5 menit,
data sesuai DIP atau informasi - maksimal 3 hari bagi
kepemiluan tersedia, tidak informasi pemilu dan
termasuk informasi yang pemilihan serta 10 hari
dikecualikan dan Formulir bagi informasi lainnya, | Data terkait yang
menyerahkan kepada desk permohonan dapat diperpanjang 2 | diminta pemohon
pelayanan. informasi hari bagi informasi | informasi
pemilu dan pemilihan
serta 7 hari Dbagi
informasi lainnya
dengan alasan
3 | Menerima laporan tim
pengubung dan
menandatangani
perpanjangan hari s
pemenuhan informasi sesuai - Formulir
ketentuan jenis informasi. permohonan Formulir
Jika menyetujui baik informasi dan | 1 hari pemberitahuan
perpanjangan waktu maupun pemberitahuan tertulis
pemenuhan informasi, maka tertulis

PPID menandatangani
formulir pemberitahuan
tertulis dan menyerahkan
kepada desk pelayanan.




Menyampaikan

pemberitahuan baik
pemenuhan informasi atau
perpanjangan waktu

pemenuhan informasi kepada
pemohon.

Formulir
pemberitahuan
tertulis dan data
informasi terkait

Minimal 5 menit,
maksimal 3 hari bagi
informasi pemilu dan
pemilihan serta 10 hari
bagi informasi lainnya,
dapat diperpanjang 2
hari bagi informasi
pemilu dan pemilihan
serta 7 hari Dbagi
informasi lainnya
dengan alasan

Formulir
pemberitahuan
tertulis dan data
informasi terkait




